
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 12 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI PACITAN, 

a. bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i t e rakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah 
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan d i l amp i r i laporan 
keuangan yang telah diperiksa oieh Badan Pemeriksa 
Keuangan pal ing lambat 6 (enam) bu lan setelah Tahun 
Anggaran berakhir ; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menter i 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa 
ka l i d iubah terakhir dengan Peraturan Menter i Dalam Negeri 
Nomor 21 T a h u n 2 0 1 1 , Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD setiap Tahun d i te tapkan dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a dan b, maka per lu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2017; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 
Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
T i m u r (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah d iubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 1965 (Lembaran 
Negara T a h u n 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar i Korups i , 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 



5. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran NegaraNomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara T a h u n 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4400); 

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara T a h u n 
2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Nomor 4421); 

8. Undang-undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Tgihun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retr ibusi Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Pemndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

11 . Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah d iubah 
beberapa ka l i t e rakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Waki l Kepala Daerah 
(Lembaran Negara T a h u n 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4028); 

IS .Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U m u m (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4502) sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembarain Negara Tahun 
2012 Nomor 171 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 T a h u n 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara T a h u n 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan Dan Penetapan Standart Pelayanan M in ima l 
(Lembaran Negara T a h u n 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 T a h u n 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara T a h u n 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); 



19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
T a h u n 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 T a h u n 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara T a h u n 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Polit ik ( Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 
195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insent i f Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retr ibusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161 ); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart 
Akun tans i Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah ( lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5272); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Mi l ik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
T a h u n 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5533); 

28 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2017 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6041); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Admin is t ra t i f P impinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057); 

30. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
d iubah beberapa ka l i t e rakhir dengan Peraturan Menter i 
Dalam Negeri Nomor 21 T a h u n 2 0 1 1 ; 

3 1 . Peraturan Menter i Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang 
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cuka i Hasil Tembakau dan 
Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cuka i 
Hasil Tembakau sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan 
Menter i Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009; 



32. Peratairan Menter i Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian H ibah dan Ban tuan Sosial yangbersumber 
dar i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah d iubah beberapa ka l i t e rakhir dengan Peraturan Menter i 
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 

33. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 tentang 
Pembentukan Produk H u k u m Daerah; 

34. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah T a h u n Anggaran 2017 sebagaimana telah d iubah 
dengan Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 109 T a h u n 
2016; 

35. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

36 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Ban tuan Keuangan Kepada Partai Polit ik (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 2) sebagaimana 
telaih d iubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan 
Nomor 24 T a h u n 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2007 Nomor 31); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2006 
Nomor 7); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank 
Perkreditan Rakyat Jawa T i m u r (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2007 Nomor 13 ); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM 
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
T a h u n 2007Nomor 14); 

40 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 T a h u n 2007 
tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28) 
sebagaimana telah beberapakali d iubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 5 T a h u n 2012 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor 5Tahun 2012 ); 

4 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 
Nomor 7) sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan T a h u n 2012 Nomor 8); 

42 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Pengelolaan Barang M i l i k Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan T a h u n 2009 Nomor 9); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank 
J a t i m (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 
Nomor 5); 

44 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
T a h u n 2010 Nomor 8); 



45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
T a h u n 2010 Nomor 9); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Pajak H iburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
T a h u n 2010 Nomor 10); 

47 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
T a h u n 2010 Nomor 11); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010 
tentang Pajak Penerangan Ja lan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2010 Nomor 12); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Pajak Mineral B u k a n Logam dan Ba tuan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2010 Nomor 14); 

5 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Pajak Sarang B u r u n g Walet (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 16); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 17); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2010 
tentang Retr ibusi Pelayanan Parkir d i Tepi Ja lan U m u m 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 19); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2010 
Tentang Retr ibusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2010 Nomor 20); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 
tentang Retr ibusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21) 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor 1 T a h u n 2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan T a h u n 2017 Nomor 1); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2010 
tentang Retr ibusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 22); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 
Kabupaten Pacitan T a h u n 2005-2025 (Lembaran Daerah T a h u n 
2011 Nomor 5); 

58. Peraturan Daerah Nomor 18 T a h u n 2011 tentang Retr ibusi 
Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2011 Nomor 18); 

59. Peraturan Daerah Nomor 19 T a h u n 2011 tentang Retr ibusi 
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor 19); 

60. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2011 
tentang Retr ibusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan T a h u n 2011 Nomor 20); 



6 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Retr ibusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor 21); 

62 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Retr ibusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan T a h u n 2011 Nomor 22); 

63 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Retr ibusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor 23); 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Retr ibusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor 24); 

65. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2011 
tentang Retr ibusi Izin Mend i r ikan Bangunan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 25); 

66. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2011 
tentang Retr ibusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 27); 

67. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 
tentang Retr ibusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah 
d iubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 
Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 
Nomor 10); 

68. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2027 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 5); 

69. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pacitan T a h u n Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan T a h u n 2016 Nomor 6); 

70. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Admin is t ra t i f H m p i n a n dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan T a h u n 2017 Nomor 3); 

7 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2017 
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2017 Nomor 6); 

Dengan Peraetujuan Beraama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 
dan 

BUPATI PACITAN 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 



Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah ( APBD ) berupa Laporan Keuangan memuat : 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan Arus Kas; 
d. Cata lan atas Laporan Keuangan; 
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
f. Laporan Operasional; dan 
g. Laporan Perubahan Ekui tas . 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l amp i r i 
dengan Laporan Kinerja dan Ikht isar Laporan Keuangan Badan 
Usaba M i l i k Daerab / Perusahaan Daerab. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana d imaksud da lam Pasal 1 
ayat (1) b u r u f a T a h u n Anggaran 2017 sebagai b e r i k u t : 
a. Pendapatan Rp 1.655.537.179.548,19 
b. Belanja Rp 1.629.539.754.070,35 

Surplus/(defisit) Rp 25.997.425.477,84 
c. Pembiayaan 

Penerimaan Rp 28.337.331.621,98 
Pengeluaran Rp 950.000.000,00 

Pembiayaan Netto Rp 27.387.331.621,98 
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 53.384.757.099,82 

Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
2 sebagai b e r i k u t : 
1 Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

(Rp 28.256.495.644,55) dengan r inc ian sebagai b e r i k u t : 
a. Anggaran pendapatan setelab Rp 1.683.793.675.192,74 

perubahan 
b. Realisasi Rp 1.655.537.179.548,19 

Selisih lebib/(kurang) (Rp 28.256.495.644,55) 

2 Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
(Rp81.110.402.744,37) dengan r inc ian sebagai b e r i k u t : 
a. Anggaran belanja setelab Rp 1.710.650.156.814,72 

perubahan 
b. Realisasi Rp 1.629.539.754.070.35 

Selisih lebih/(kurang) (Rp 81.110.402.744,37) 

3 Selisih anggaran dengan realisasi surplus/def is i t se jumlah Rp 
52.853.907.099,82 dengan r inc ian sebagai ber ikut : 
a. Surplus/def is i t setelab perubahan (Rp 26.856.481.621,98) 
b. Realisasi 

Selisih lebib/(kurang) Rp 25.997.425.477,84 
Rp 52.853.907.099,82 



4 Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 
Rp 30.850.000,00 dengan rincian sebagai ber ikut : 
a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 28.306.481.621,98 

setelah perubahan 
b. Realisasi 

Selisih lebih/(kurang) _R2 28.337.331.621,98 
Rp 30.850.000,00 

5 Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 
(Rp 500.000.000,00) dengan rincian sebagai ber ikut ; 
a. Anggaran pengeluaran Rp 1.450.000.000,00 

pembiayaan setelab perubahan 
b. Realisasi 

Selisih lebib/(kurang) Rp 950.000.000,00 
(Rp 500.000.000,00) 

6 Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 
530.850.000,00 dengan rincian sebagai ber ikut : 
a. Anggaran pembiayaan neto Rp 26.856.481.621,98 

setelab perubahan 
b. Realisasi Rp 27.387.331.621,98 

Selisih lebib/(kurang) Rp 530.850.000,00 

Pasal 4 
Neraca sebagaimana d imaksud pada Pasal 1 ayat (1) b u r u f b per 31 
Desember Tahun 2017 sebagai b e r i k u t : 
a. J u m l a b A s e t Rp 2.030.332.062.474,55 
b. J u m l a b Kewajiban Rp 7.609.476.773,73 
c. J u m l a b Ekui tas Rp 2.022.722.585.700,82 

Pasal 5 
Laporan Arus Kas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 1 ayat (1) b u r u f c 
u n t u k t abu n yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tabun 2017 
sebagai b e r i k u t : 
a. Saldo awal Kas Daerab per 1 J a n u a r i Rp 28.318.205.353,98 

Tabun 2017 
b. Arus Kas dar i akt iv i tas operasi Rp 372.436.277.620,84 
c. Arus Kas dar i akt iv i tas investasi (Rp 347.388.852.143,00) 
d. Arus Kas dar i akt iv i tas pendanaan Rp 30.850.000,00 
e. Arus Kas dar i akt iv i tas transi tor is (Rp 11.723.732,00) 
f. Saldo akb i r Kas per 31 Desember Tabun Rp 53.384.757.099,82 

2017 

Pasal 6 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana d imaksud Pasal 1 ayat (1) 
b u r u f d Tabun Anggaran 2017 memuat informasi ba ik secara kuan t i t a t i f 
m a u p u n kua l i t a t i f atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 7 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebib sebagaimana d imaksud Pasal 
1 b u r u f e T a b u n Anggaran 2017 memuat informasi mengenai 
gunggungan saldo yang berasal dar i akumulas i SiLPA/SiKPA t a b u n -
t a b u n anggaran sebelumnya dan t a b u n berjalan serta penyesuaian la in 
yang d iperkenankan. Laporan perubahan saldo anggaran lebib 
menyaj ikan secara komparat i f dengan periode sebelumnya pos-pos 
ber ikut : 
a. Saldo Anggaran Lebib awal; 



b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran t a b u n berjalan; 
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan T a h u n Sebelumnya; 
e. La in- la in ; dan 
f. Saldo Anggaran Lebib Akbi r . 

Pasal 8 

Laporan Operasional sebagaimana d imaksud Pasal 1 h u r u f f Tabun 
Anggaran 2017 memuat in formasi tentang se lurub kegiatan operasional 
keuangan da lam sua tu periode pelaporan. Laporan operasional 
menyaj ikan informasi f lnansial yang mencakup pos-pos sebagai ber ikut : 
a. Pendapatan-LO dar i kegiatan operasional; 
b. Beban dar i kegiatan operasional ; 
c. Surplus/def is i t dar i Kegiatan Non Operasional, bila ada; 
d. Pos luar biasa, b i la ada; dan 
e. Surplus/def isit-LO. 

Pasal 9 

Laporan Perubahan Ekui tas sebagaimana d imaksud Pasal 1 h u r u f g 
Tahun Anggaran 2017 memuat informasi mengenai kekayaan bersih 
pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban 
pemer intah daerab. Laporan Perubahan Ekui tas menyaj ikan pos-pos: 
a. Eku i tas awal; 
b. Surplus/def isit-LO pada periode bersangkutan; 
c. Koreksi-koreksi yang langsung menambab/mengurangi ekuitas, yang 

antara la in berasal dar i dampak k u m u l a t i f yang disebabkan oieh 
perubahan kebi jakan akuntans i dan koreksi kesalabain mendasar; 
dan 

d. Ekui tas akb i r . 

Pasal 10 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana d imaksud pada 
Pasal 1 ayat (1) t e rcantum dalam Lampiran dan merupakan bagian 
yang t idak terp isabkan dar i peraturan Daerab i n i , terd i r i dar i : 
a. Lampiran I ; Laporan Realisasi Anggaran; 

Lampiran L I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 
m e n u r u t Urusan Pemerintahan Daerab dan 
Organisasi; 

Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran m e n u r u t 
Urusan Pemerintahan Daerah, OrgEinisasi, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Lampiran 1.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 
Daerab m e n u r u t Urusan Pemerintahan 
Daerab, Organisasi, Program dan Kegiatan; 

Lampiran 1.4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 
Daerab u n t u k Keselarasan dan Keterpaduan 
Urusan Pemerintahan Daerab dan Fungsi 
da lam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 



b. Lampiran II : Laporan Perubaban Saldo Anggaran Lebib; 

c. Lampiran I I I : Laporan Operasional; 

d. Lampiran IV Laporan Perubaban Ekui tas ; 

e. Lampiran V : Neraca; 

f. Lampiran VI Laporan Arus Kas; 

g- Lampiran VI I : Catatan atas Laporan Keuangan; 

i _ n. Lampiran VII I : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerab; 

i . Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisiban Piutang Tidak 
Tertagih; 

y Lampi ran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergul ir dan 
Penyisiban Dana Bergulir ; 

K . Lampiran X I : Daftar Penyertaan Modal ( Investas i ) Daerah; 

1. Lampiran XI I Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerab; 

m . Lampiran XI I I : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

n . 

0 . 

Lampiran XIV 

Lampiran XV : 

Daftar Rekapitulasi Kon s t ruks i Dalam 
Pekeqaan; 
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

P- Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerab; 

q- Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r. Lampiran XVI I I : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; dan 

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Be lum 
Diselesaikan Sampai Akb i r Tabun dan 
Dianggarkan Kembali Dalam Tabun Anggaran 
Ber ikutnya . 

(2) Ikht i sar Laporan Keuangan Badan Usaba Mi l ik Daerab/Perusahaan 
Daerab t e rcantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang 
t idak terp isabkan dar i peraturan Daerab in i . 

Pasal 11 

Bupa t i menetapkan Peraturan Bupa t i tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai r inc ian lebib l an ju t dar i 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 



Pasal 12 

Peraturan Daersih in i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan Pengundangan 
Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya da lam Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

Di te tapkan d i Pacitan 
Pada tanggal ^ } - ^ - 2018 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal • <Q • 2018 

SBKRBTARIS DAERAH 

Drs. SUKO WIYONO. MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19591017 198503 1 015 
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